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Indonesia merupakan negara agraris sehingga usaha di bidang transportasi sangat
dibutuhkan untuk kemajuan perekonomian di Indonesia. Salah satunya adalah usaha
adalah bidang transportasi udara. Kebutuhan masyarakat akan transportasi udara didorong
oleh keinginan konsumen/penumpang agar dapat menggunakan transportasi yang efektif
dari segi biaya maupun dari segi waktu. Namun hal ini akan menjadi polemik apabila
maskapai yang akan digunakan oleh penumpang/konsumen dinyatakan pailit akibat tidak
melakukan pembayaran utang kepada kreditornya.

Perkara kepailitan yang menimpa perusahaan penerbangan ini belakangan seringkali
mengabaikan hak-hak dari konsumennya. Hal ini-disebabkan perusahaan penerbangan
tersebut tidak berwenang untuk mengurus harta pailitnya dan tidak dapat melakasanakan
operasional perusahaan. Hal ini tentunya sangat merugikan penumpang/konsumen.
Penelitian dalam kasus ini di lakukan dengan metode yuridis normatif. Dari penelitian
yang dilakukan, diketahui bahwa penumpang/konsumen berkedudukan sebagai kreditor
konkuren, dimana pelunasan terhadap hak-hak mereka akan dilakukan paling akhir dari
kreditor-kreditor lainnya. Kedudukan penumpang/konsumen sebagai kreditor konkuren
telah diatur dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU,
tetapi dalam upaya pemenuhan hak terhadap penumpang, Undang-Undang No 8 tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak mengatur secara khusus perihal kewajiban
perusahaan penerbangan untuk mengembalikan uang tiket (refund) kepada penumpang.
Hal ini akan semakin parah apabila perusahaan penerbangan yang dipailitkan memiliki
total utang yang sangat besar melebihi dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan
penerbangan tersebut. Hal ini semakin memperkecil kemungkinan penumpang untuk
mendapatkan pengembalian uang tiket (refund). Oleh karena itu, dibutuhkan adanya
perubahan terhadap peraturan yang ada pada Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan PKPU dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, agar perusahaan yang dipailitkan tetap dapat melaksanakan operasional
perusahaannya. Karena dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
PKPU, operasional perusahaan yang dinyatakan pailit hanya memungkinkan bagi
perusahaan yang situasi solven dan bukan dalam situasi insolven.
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dan Perlindungan Kreditor Konkuren.
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Indonesia is the agriculture country so that the trade in transportation sector is
very required for economic development in Indonesia. One of them is air transportation
sector. The requirement of community for this air transportation can be motivated by
consumer/passanger desires in order to use effectively the transportation from cost side or
the time. But it becomes the polemic when used enterprise by passanger/coonsumer is
declared bangkrupt because does not disburse to creditor.

Recently, the bangkrupt problem that occured in airplane company often ignores
consumer rights. It is caused by the airplane company cannot manage the wealth and
cannot perform the enterprise operational. Of course, it very inflict the
passanger/consumer.used method. in this research is normative juridical method. From
this study that the passanger/consumer have postion as congruent creditor where the
payment through their rights will be executed at least from other creditors. The position
of passanger/consumer as congruent creditor is regulated in Constitutionals Number 17
Year 2004 about The Bangkrupt and PKPU, but in attempt to accomplishment of right
through the passanger. The Constitutionals Number 8 year 1999 about Consumer
Protection does not regulate especially about responsibility of airplane company to return
the refund to the passanger. It will be worst when the airplane company that declared as
bangkrupt has total money is very big exceeds owned asset total by the airplane company.
It more and more decreases the passanger to get refund. Therefore, the change is very
required through Constitutionals Number 37 Year 2004 About Bangkrupt ans PKPU as
well as Constitutionals Number 8 Year 1999 about Consumer Protection in order to the
company that declared bangkrupt still can implement enterrpise operational. Because in
constitutionals Number 37 Year 2004 about Bangkrupt and PKPU, enterprise
operational that declared bangkrupt is possible for solvent company and not insolvent
company.

Keywords: Bangkrupt Problem, Consumer Protection, Airplane Company, and
Congruent Creditor Protection.
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